WAKIL PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

	Nomor    :  B-01/Wk.Pres/Set/II/2000 

Sifat        :  Penting/segera

Lampiran  :                                                            

Perihal      :  Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I                                    
	
	Jakarta,  3  Pebruari  2000

Kepada Yth

1. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional

2. Jaksa Agung

3. Sekretaris Negara 

4. Para Pimpinan Lembaga Non Departemen

5. Para Pimpinan Kesekretariatan

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

6. Para Gubernur

Di 

 
        T e m p a t


Pasal 13 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8  Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menentukan bahwa untuk membantu Presiden dalam mempertimbangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dalam dan dari jabatan tertentu yang menjadi wewenang Presiden, akan dibentuk Komisi Kepegawaian Negara.

Mengingat Komisi sebagaimana dimaksud belum terbentuk, dan untuk tetap menjaga objektivitas penilaian terhadap usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat tersebut, dengan Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Presiden telah membentuk Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I. Tim tersebut diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertugas melakukan penilaian akhir terhadap usul-usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari atau dalam jabatan eselon I yang diajukan.

Berkenaan dengan itu, dan dalam rangka tercapainya objektivitas penilaian, bersama ini kami harapkan perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut :

1. Usul pengisian jabatan eselon I diajukan kepada Presiden, dengan tembusan masing-masing kepada Wakil Presiden selaku Ketua Tim Penilai Akhir melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Tim.

2. Untuk pengisian setiap jabatan I, hendaknya diajukan 3 (tiga) orang calon yang masing-masing memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan persyaratan kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tersebut, serta persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

3. Usul pengangkatan disertai dengan riwayat hidup, yang antara lain juga memuat riwayat kepangkatan, jabatan dan pengalaman tugas setiap calon.

Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan. Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih. 
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